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| Siaga Darurat Kekeringan

PRAKIRAAN Badan Meteoro-
logi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) menyebutkan, musim
kemarau tahun ini akan lebih
basah dan lebih pendek diban-
dingkan kemarau 2023. Seperti
diungkapkan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Ben-
cana (BNPB), Suharyanto, mulai
minggu ketiga Juli 2024 curah hu-
jan di Jawa Tengah hanya 50
milimeter. Puncak musim kema-
rau 2024 berada di bulan Juli.

Meskipun puncak kemarau
diperkirakan bulan Juli, Peme-
rintah Provinsi Jawa Tengah
(Pemprov Jateng) tetap mewas-
padai ancaman bencana keke-
ringan dan kebakaran, dengan
berbagai upaya. Upaya dimak-
sud, antara lain menerbitkan surat
edaran tentang antisipasi ben-
cana kekeringan serta kebakaran
hutan dan lahan (karhutla), rapat
koordinasi dengan stakeholder,
dan pendataan kesiapan sarana
dan prasarana di wilayah kabupa-
ten/kota.

Saat memimpin Rapat Koor-
dinasi Siaga Kekeringan bersama
BNPB di Gedung Gradhika Bhakti
Praja, Selasa (23/7) Ilalu,
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa
Tengah Nana Sudjana mengung-
kapkan, di Jawa Tengah sudah
ada 30 kepala derah yang mene-
tapkan status siaga darurat keke-
ringan. Sementara itu lima kabu-
paten/kota belum menetapkan
status darurat kekeringan karena
kondisinya masih aman.

Pj Gubernur Jateng juga
mengimbau semua bupati/waliko-
ta agar meningkatkan kewas-
padaan potensi bencana keke-
ringan dan karhutla. Selain itu pe-
merintah kabupaten dan peme-
rintah kota di jateng diminta
memetakan daerah rawan ben-
cana kekeringan dan melakukan
langkah-langkah strategis penan-
ganannya. Ditegaskan, meski
tahun ini sudah tidak ada El Nino
dan sampai saat ini Jateng relatif

aman, tetap semua unsur harus
tetap waspada. Apalagi pada khir
Juli ini sudah ada 30 daerah yang
menetapkan siaga darurat keke-
ringan dan karhutla.

Penegasan Pj Gubernu Jateng
tersebut dapat dimaknai bahwa
masih ada potensi kerawanan
bencana kekeringan dan ke-
bakaran di Jateng. Diingatkan pu-
la, berbagai upaya tersebut harus
dilakukan mengingat tahun 2023
lalu terdapat 34 kabupaten/kota di
Jawa Tengah yang mengalami
kekurangan air bersih pada saat
kemarau. Selain kekeringan, juga
ada kebakaran hutan, gunung,
dan tempat pembuangan akhir
sampah yang terjadi di Jawa
Tengah.

Peringatan Pj Gubernur Jawa
Tengan tersebut seharusnya be-
nar-benar mendapat perhatian 35
bupati/walikota yang ada di Jawa
Tengah. Seperti Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Sukoharjo ju-
ga telah melakukan berbagai
langkah untuk mengantisipasi
bencana kekeringan dan kebara-
kan. Kepala Bidang (Kabid) Pe-
madam Kebakaran (Damkar) Sa-
tuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Sukoharjo, Margono menga-
takan ada peningkatan kasus ke-
bakaran di musim kemarau ini.
Kebakaran telah terjadi di pabrik
sampai pekarangan atau kebun.

Menurutnya, kondisi cuaca
panas musim kemarau ikut ber-
pengaruh besar pada peningkat-
an kejadian kebakaran. Sejak
Januari hingga awal Juli 2024, ka-
sus kebakaran dan nyaris ke-
bakaran meningkat sekitar 300
persen dibanding tahun 2023.

Peringatan Pj Gubernur Jawa
Tengah dan kondisi Kabupaten
Sukoharjo selama ini tentunya
benar-benar menjadi peringatan
bagi semua kabupaten/kota di
Jawa Tengah. Siaga Darurat
Kebakaran harus diantisipasi dan
disikapi dengan sungguh-sung-
guh. [O-d
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Asuransi Wajth Kendaraan: Kewajiban Konstitusional

BARU-BARU ini pemerintah me-
nyatakan ingin menyelenggarakan
Program Wajib Asuransi bagi pemilik
kendaraan. Pemerintah mengklaim
manfaat dari program ini mengu-
rangi beban finansial bagi pemilik
kendaraan bila terjadi kecelakaan
dan membentuk perilaku berkendara
yang lebih baik.

Program Asuransi Wajib ini muncul
dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2014 tentang Perasuransian
(UU 40/2014), dalam UU tersebut
disebutkan bahwa Program
Asuransi Wajib merupakan
program yang diwajibkan per-
aturan perundang-undangan
bagi seluruh atau kelompok
tertentu dalam masyarakat
guna mendapatkan pelindun-
gan dari risiko tertentu, tidak
termasuk program yang di-
wajibkan Undang-Undang
untuk memberikan perlin-
dungan dasar bagi masyara-
kat dengan mekanisme subsi-
di silang dalam penetapan
manfaat dan Premi atau
Kontribusi.

Kemudian muncul Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan
(UU 04/2023) atau lebih popu-
ler dengan UU P2SK yang
mengubah sebagian pasal-
pasal dalam UU 40/2014. Sa-
lah satu yang diubah (ditam-
bahkan) adalah pengaturan
mengenai Program Asuransi Wajib
yang disebutkan pada Pasal 39 A ayat
(1) UU 40/2014 jo. UU 04/2023 terkait
kewenangan Pemerintah untuk
membentuk Program Asuransi Wajib
sesuai dengan kebutuhan.

Publik pun bertanya-tanya atas ke-
bijakan tersebut. Dari perspektif
hukum publik yang menjadi per-
tanyaan adalah apakah pemerintah
berwenang mewajibkan warga ne-
gara untuk turut serta dalam pro-
gram asuransi? Pertanyaan tersebut
penting untuk dijawab supaya tidak
terjadi anggapan bahwa pemerintah
mewajibkan sesuatu pada hal se-
harusnya tidak menjadi kewajiban
warga negara.

Untuk menjawab pertanyaan terse-
but hal yang pertama harus kita tin-
jau adalah konstitusi kita, yaitu
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Mengapa? Karena hakikat dari kon-

Muhammad Farid Alwajdi

stitusi adalah kontrak sosial antara
rakyat dengan penguasa. Menurut
Jimly Asshiddiqie, konstitusi itulah
yang mengatur bagaimana kedaula-
tan rakyat disalurkan, dijalankan
dan diselenggarakan dalam kegiatan
kenegaraan dan kegiatan sehari-hari.
Jadi apa saja yang merupakan hak
dan kewajiban warga negara tercan-
tum juga dalam konstitusi.

Sepanjang berkaitan dengan kewa-
jiban warga negara, setidaknya ada 6
(enam) hal yang merupakan kewa-
jiban konstitusional warga negara,
yaitu: (1) wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)
UUD); (2) wajib ikut serta dalam upa-
ya bela negara (Pasal 27 ayat (3)
UUD); (3) wajib menghormati hak
asasi manusia orang lain (Pasal 28 J
UUD); (4) wajib tunduk kepada pem-
batasan yang ditetapkan dengan
Undang-Undang dalam menjalankan
hak dan kebebasannya (Pasal 28 J
ayat (2) UUD); (5) wajib ikut serta da-
lam usaha pertahanan dan keaman-
an negara; dan (6) wajib mengikuti
pendidikan dasar.

Dari kewajiban tersebut tentunya
tidak terdapat kewajiban warga ne-
gara harus mengikuti program
asuransi. Kalaupun memang harus
dijadikan wajib program asuransi
tersebut maka pemerintah harus bisa

menjelaskan kepada warga negara
bahwa program asuransi merupakan
salah satu bentuk dari 6 kewajiban
konstitusional yang tercantum dalam
UuUD.

Jika pemerintah sudah dapat men-
gaitkan relevansi program asuransi
wajib dengan kewajiban konstitusion-
al, pertanyaan selanjutnya adalah
apa bentuk peraturan perundang-un-
dangan yang sesuai untuk mengatur
hal tersebut? Disebutkan dalam
Pasal 39 A ayat (4) UU 40/2014 jo. UU
04/2023 bahwa ketentuan lebih
lanjut penyelenggaraan pro-
gram asuransi wajib diatur de-
ngan Peraturan Pemerintah
setelah mendapatkan persetu-
juan DPR.

Pengaturan tersebut ditinjau
dari ilmu perundang-undangan
tidak tepat. Alasan Pertama,
UUD 1945 mengamanatkan
segala pajak dan pungutan lain
yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara harus diatur
dengan undang-undang (Pasal
23 A). Oleh sebab itu, pengatur-
an Program Wajib Asuransi de-
ngan Peraturan Pemerintah
merupakan hal menyalahi
UUD. Alasan Kedua, Prosedur
persetujuan oleh Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR) dalam
Peraturan Pemerintah (PP) itu
tidak dikenal dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peratur-
an Perundang-Undangan (UU
12/2011), sehingga secara prosedur
tidaklah memungkinkan.

Oleh sebab itu wadah yang paling
tepat untuk mengatur Program Wajib
Asuransi adalah Undang-Undang de-
ngan catatan program tersebut meru-
pakan kewajiban konstitusional war-
ganegara. [-d

*) Muhammad Farid Alwajdi
SH MKn, Dosen Fakultas Hukum
Universitas Ahmad Dahlan.
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Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan me-
ngirimkan  artikel untuk  SKH
Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redak-
si hanya menerima tulisan lewat email :
opinikr@gmail.com dengan panjang
tulisan antara 550 - 600 kata, dengan
mengisi subjek mengenai isu yang di-
tulis serta jangan lupa menampilkan fo-
tocopy identitas. Terimakasih.

Toko Miras Merebak, Masyarakat Cemas

TOKO minuman keras (miras) di
Yogyakarta merebak. Bak cendawan
di musim hujan, toko miras berte-
baran di kota pelajar ini. Salah satu
media online (mojok) melakukan in-
vestigas ringan yang memberitakan
hadirnya toko miras di sebuah kam-
pung religius, yang mulai rusak kare-
na miras. Salah satu prakteknya
adalah miras yang diperjual-belikan
bebas ke anak-anak sekolah.

Membeli miras di Yogyakarta semu-
dah membeli es teh di angkringan.
Belum habis masalah peredaran mi-
ras lokal, sebut saja oplosan, yang
mengakibatkan nyawa melayang.
Sekarang toko miras mulai hadir di
tengah-tengah kita. Miras yang dulu
dijual di hotel, klub malam, minibar,
supermarket dan kantong-kantor
turis sekarang mulai hadir di pinggir-
an kota, bak toko waralaba yang su-
dah mendahului.

Warga Yogyakarta mulai resah. Di
daerah Sleman warga di beberapa ke-
camatan sudah mulai bergerak.
Dipelopori ormas keagamaan NU dan
Muhammadiyah yang membuat per-
nyataan sikap untuk menolak toko
miras. Spanduk-spanduk bertuliskan
‘Miras pemicu klitil’, ‘Jangan rusak
Yogya kota pelajar dengan miras’,
‘Warga Yogya Tolak Miras’ dll di-
pasang di beberapa tempat. Bahkan
konflik mulai muncul antara warga
yang menolak miras dan pemilik toko
miras yang biasanya memiliki beking.

UU Cipta Kerja dan
Kemudahan Berusaha

Munculnya UU Cipta Kerja atau se-
ring disebut dengan omnibus law
membawa dampak yang signifikan
dalam dalam dunia usaha. Salah sa-
tunya kemudahan dalam membuka
usaha. Bagi pengusaha, untuk mem-
buka usaha sekarang cukup dengan
mendapat Nomor Induk Berusaha
(NIB) yang diperoleh dengan cukup
mudah. Adanya NIB ini menghi-
langkan aturan izin usaha lama,
seperti Surat Izin Usaha

Iwan Setiawan

Perdagangan ( SIUP), Tanda Daftar
Perusahaan ( TDP) dan ijian gang-
guan (HO).

Tentu aturan ini memberi dampak
positif bagi investasi, tetapi juga
memberi dampak negatif. Berkaitan
dengan membuka toko miras, cukup
dengan NIB dan tidak perlu lagi per-
setujuan dari lingkungan sekitar.
Sehingga banyak toko miras dibuka
dan warga sekitar kaget dengan ke-
beradaan toko miras yang ada di dae-
rahnya. Akibatnya protes bermuncul-
an dan semua angkat tangan ketika
protes muncul. Pemerintah daerah ju-
ga tidak dapat berbuat apa-apa, kare-
na NIB diterbitkan oleh Kementerian
Investasi yang berada di pusat.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) Peraturan Daerah (Perda) ten-
tang miras sebenarnya sudah ada.
Yang paling tua Perda No 7 Tahun
1953 tentang penjualan miras tidak
berizin dan Perda No 18 tahun 1957.
Pemerintah DIY juga memiliki Perda
No 12 tahun 2015 tentang

dengan toko miras yang meresahkan
masyarakat. Apakah pemerintah
akan diam saja melihat keresahan
masyarakat, dengan dalih karena
aturan dari pusat atau demi kemu-
dahan investasi. Sehingga mengor-
bankan kehidupan masyarakat yang
lebih luas.

Merasakan keresahan dan kece-
masan masyarakat adalah tugas
pemimpin. Ormas dan masyarakat
hanya bisa menyuarakan secara
moral dan melakukan protes. Tetapi
kebijakan hukum milik pemerintah.
Kecemasan masyarakat ini perlu di-
dengar dan menjadi bahasan peme-
rintah. Kalau pemerintah daerah da-
pat membuat aturan berkaitan de-
ngan lokasi pendirian toko waralaba,
berkaitan dengan toko miras, tentu
pemerintah harus membuat aturan
lebih ketat. Jangan sampai warga
Yogyakarta menjadi semakin cemas
dengan merebaknya toko miras. [-d

*) Dr Iwan Setiawan MSI, dosen
Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah DIY.

Pengendalian dan
Pengawasan Minuman
Beralkohol serta Pelarangan
Minuman Oplosan. Tetapi dua
peraturan ini menjadi ‘macan
ompong’ dilibas oleh omnibus
law.

Kecemasan Kita Semua

Sebenarnya masyarakat
umum sudah mahfum bahwa
miras dapat diperjual-belikan
di tempat-tempat yang sudah
diatur, seperti di hotel, klub
malam, minibar, supermarket
dan kantong-kantor turis.
Tetapi ketika berdiri toko mi-
ras di lokasi-lokasi terbuka
yang hampir sama dengan
membuka waralaba, diper-
lukan kebijakan dari pemerin-
tah Provinsi dan Pemerintah
Kota/Kabupaten berkaitan

Hasil studi BRIN RI menunjukkan,
13,9 persen remaja menggunakan ap-
likasi kencan.

-- Perlu perhatian serius.

Menteri
Penyelenggaraan Haji 2024 lebih baik
dibanding tahun sebelumnya.

-- Harus lebih baik.

Atasi darurat sampah di DIY, TPA
Regional Piyungan dibuka secara insid-
ental.

-- Darurat sampah lagi.

Fojok kKR

shsesk

Agama RI menyebut

skekok
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